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Abstract  
Apriliani Sacharina, B111 13 534, The Review of Victimology 
Against Fraud Crimes first integrated Arisan (a case study in the city 
of Makassar 2013-2015), under the guidance of Mr. H. M. Said Karim 
as supervisor I and Mr. Abd. Asis as supervisor II 
This study attempts to understand the extent of the role of casualties 
in the crime fraud bermodus arisan and analyze efforts to combat by law 
enforcement officials to prevent crime fraud first integrated arisan in the 
city makassar. 
This research was carried out in the region Police Legal Sector 
Panakukkang and Police Resort Makassar City, by interviewing directly 
with diffuse mindik of and kasatreskrim tipiter who handles crime cases 
fraud. Besides that, researchers also spread a detailed questionnaire and 
conduct studies libraries such as reviewing literature-literature, books, the 
internet, as well as the applicable legislation, then the data obtained were 
analyzed in qualitative descriptive. 
Based on research is obtained the result that: the role of casualties 
in the crime fraud bermodus arisan: omission the sacrifices for too 
credulous , low education. The effort to reduce done by the police there 
are two things , namely: 1 the preventive efforts , to empower 
babinkamtibnas and doing counseling and the appeal on the type fraud 
that emerged in the community .2 ) the repressive efforts , by doing 
deepening the case against report in and bestow file to the in sanction his 
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ABSTRAK 
Apriliani Sacharina, B111 13 534, Tinjauan Viktimologis Terhadap 
Kejahatan Penipuan Bermodus Arisan (Studi Kasus di Kota 
Makassar Tahun 2013-2015), di bawah bimbingan Bapak H. M. Said 
Karim selaku pembimbing I dan Bapak Abd. Asis selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan 
korban dalam terjadinya kejahatan penipuan bermodus arisan dan 
menganalisis upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum untuk 
mencegah terjadinya kejahatan penipuan bermodus arisan di kota 
Makassar.  
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum  Kepolisian Sektor 
Panakukkang dan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, dengan 
melakukan wawancara langsung dengan Baur Mindik Reskrim dan 
Kasatreskrim Tipiter yang menangani kasus kejahatan penipuan 
bermodus arisan. Disamping itu, peneliti juga menyebar kuisioner dan 
melakukan studi kepustakaan seperti menelaah literatur-literatur, buku-
buku, internet, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
kemudian data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa: peranan korban 
dalam terjadinya kejahatan penipuan bermodus arisan yaitu: kelalaian 
korban karean terlalu mudah percaya, kurangnya pemahaman korban 
tentang jenis arisan yang diikuti, pendidikan yang rendah. Upaya 
penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian ada dua hal, 
yaitu: 1) upaya preventif, dengan memberdayakan babinkamtibnas dan 
melakukan penyuluhan serta himbauan mengenai jenis penipuan yang 
terjadi di masyarakat. 2) upaya represif, dengan melakukan pendalaman 
kasus terhadap laporan yang masuk lalu melimpahkan berkas agar 
pelaku di jatuhi sanksi sesuai perbuatannya.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan perekonomian Indonesia menuntut masyarakat 
harus mampu berpikir kreatif untuk meningkatkan perekonomian masing-
masing, tak jarang pula di era seperti ini, masyarakat dituntut untuk harus 
mampu berinvestasi atau menabung dengan efektif untuk keperluan 
sesuatu di masa yang akan datang.  
Kebutuhan materi manusia akan selalu berkembang mengikuti 
perkembangan zaman dimana disisi lain, negara mempunyai kewajiban 
unutk mampu menyejahterahkan masyarakat Indonesia, agar 
terlaksananya kewajiban ini, pemerintah diharuskan untuk mampu 
menciptakan lapangan kerja bagi seluruh masyarakat Indonesia agar 
mampu memutus mata rantai kemiskinan yang selalu menjadi lingkar 
permasalahan di Indonesia. Kewajiban mensejahterakan umum ini 
tercantum jelas pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI tahun 1945) 
pada alinea keempat.  
Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah 
dengan melalukan investasi atau menabung. Salah satu cara menabung 
yang sangat di kenal di Indonesia adalah arisan. Arisan merupakan salah 
satu bentuk kegiatan ekonomi serta bentuk sosialisasi bermasyarakat. 
Kegiatan ini telah berlangsung lama sehingga dalam beberapa kalangan, 
 
 
2 
 
arisan menjadi hal yang wajib di lingkungannya. Dengan melakukan 
arisan, hubungan silahturahmi akan terus berjalan karena jadwal 
pertemuan yang rutin setiap bulannya. 
Masih bertahannya arisan dalam kebudayaan masyarakat tidak 
terlepas dari beberapa keuntungan yang ditawarkan salah satunya adalah 
nilai uang ataupun barang yang akan didapatkan lebih pasti dan lebih 
jelas. Selain itu, arisan juga dinilai sebagai media mendapatkan pinjaman 
tanpa adanya bunga jika salah satu peserta arisan mendapat giliran 
pertama.  
Tidak jarang, di era yang semakin modern, arisan di jadikan 
sebagai sarana investasi yang mengharapkan mendapat keuntungan 
dengan nilai atau barang yang akan diundi. Tidak bisa dipungkiri bahwa 
arisan sekarang dijadikan sebagai sarana investasi karena semakin 
tingginya tingkat kebutuhan hidup seseorang maka semakin tinggi pula 
desakan dan paksaan untuk memenuhinya. Jalur yang di tempuh untuk 
memenuhi kebutuhan tentu saja berbeda-beda. Ada dengan jalur yang 
sesuai artinya mendapat bayaran atas apa yang telah dikerjakannya, tapi 
ada pula dengan cara melawan hukum atau melakukan kejahatan.  
Salah satu masalah yang belum pernah terselesaikan disetiap 
negara adalah tingkat kejahatan. Di Indonesia, kejahatan semakin marak 
terjadi seiring tingginya tingkat kebutuhan seseorang. Masalah kejahatan 
bukanlah masalah yang baru. Namun semakin hari, tingkat kejahatan ini 
semakin tumbuh dan berkembang hingga ke daerah-daerah terpencil.  
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Tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat di 
tiap tahunnya. Segala tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) 
ataupun Undang-undang (selanjutnya disingkat uu) lainnya telah terjadi. 
Semakin tingginya tingkat kejahatan yang semakin berekmbang 
menandakan bahwa kebutuhan hidup seseorang masih belum terpenuhi. 
Cara apapun akan dilakukan agar apa yang diinginkan bisa tercapai. 
Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana penipuan.  
Melihat kasus seperti ini, tentu saja tidak sesuai dengan fungsi 
hukum sebagaimana telah di ketahui bahwa hukum pidana berfungsi 
mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat 
tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.1 Hal yang lain muncul 
adalah dimana sistem hukum Indonesia belum memperhatikan korban 
sebagai objek utama dalam setiap kasus yang terjadi di peradilan pidana. 
Korban selalu hanya di pandangan sebagai saksi. Ketika kejahatan 
terjadi, sorotan akan selalu mengarah kepada pelaku kejahatan. Mencari 
tahu apa motif di balik pelaku melakukan kejahatan dengan dasar adanya 
kerugian yang dialami oleh korban.  
Masalah kepentingan korban dalam kasus tindak pidana selalu 
kurang mendapat perhatian yang lebih. Hal ini bisa dilihat dalam 
implementasinya bahwa pertanggungjawaban kerugian materiil dan 
                                                          
1 Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I), (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada: 2011) 
Hlm. 15. 
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inmateriil yang dialami oleh korban tidak jelas siapa yang akan 
menggantinya. Hal ini disebabkan karena kurangnya aturan yang jelas 
tentang perlindungan hukum bagi korban dalam peraturan yang berlaku 
di Indonesia. 
Hukum pidana yang berlaku sekarang ini, lebih berorientasi pada 
pelaku kejahatan (individualisasi pidana). Sementara itu, kedudukan 
korban sebagai pihak (orang) yang dirugikan dalam perkara pidana 
selama ini menyedihkan. Korban dari kejahatan seolah-olah dilupakan. 
Ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktek penyelenggaraan hukum 
pidana hanya menaruh kepada si pembuat ialah orang yang melakukan 
tindak pidana.  
Fenomena ini tentu saja menciptakan keresahan di masyarakat. 
Seperti yang diungkapkan oleh salah satu korban penipuan bermodus 
arisan yang dialami oleh saudari Hardiyanti (58 Tahun). Hardiyanti 
mengaku bahwa hal ini tidak pernah diduga akan terjadi di lingkungannya. 
Korban mengaku bahwa ini terjadi pada putaran arisan keempat. Para 
peserta arisan tidak pernah menaruh curiga kepada peserta arisan yang 
lain karena hampir seluruh peserta arisan dikenal, hanya beberapa saja 
yang baru bergabung dalam kelompok peserta arisan. Namun apa daya, 
kejahatan penipuan telah terjadi karena adanya kelengahan para peserta 
arisan yang terlalu mudah mempercayakan memegang dana arisan 
kepada orang yang belum dikenal lama.   
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Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis termotivasi untuk 
menulis karya ilmiah skripsi untuk memahami “Tinjauan Viktimologis 
Terhadap Kejahatan Penipuan Bermodus Arisan (Studi Kasus Kota 
Makassar 2013-2015)”. 
2. Fokus Permasalahan 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan 
dalam  penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana peranan korban terhadap terjadinya kejahatan 
penipuan bermodus arisan di kota Makassar? 
2. Bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam penanggulangan 
kejahatan penipuan bermodus arisan yang terjadi di kota 
Makassar? 
3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, 
maka tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui dan memahami peranan korban terjadinya 
kejahatan penipuan bermodus arisan yang terjadi di kota Makassar 
2. Untuk mengetahui dan memahami langkah aparat penegak hukum 
dalam menanggulangi kejahatan penipuan bermodus arisan yang 
terjadi di kota Makassar 
3. Manfaat Penelitian 
Bertolak dari latar belakang, pokok permasalahan dan tujuan 
penelitian, maka penelitian ini diharapkan memberikan berbagai 
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kontribusi teoritik maupun praktis mengenai tinjauan viktimologi terhadap 
kejahatan penipuan bermodus arisan (Studi Kasus Kota Makassar tahun 
2013-2015). Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Manfaat Akademik  
Manfaat akademik yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  
1. Memperkaya kajian akademik dalam pengembangan Ilmu Hukum, 
terutama yang berkaitan dengan studi tentang Hukum Pidana dalam 
aspek tindak pidana penipuan.  
2. Memberikan informasi bagi para peneliti lain yang berminat untuk 
melakukan pengembangan kajian, khususnya dalam hal studi tentang 
aspek penipuan investasi yang terjadi di Kota Makassar.  
 
3. Manfaat Praktis 
Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  
1. Memberikan kontribusi kepada Pemerintah untuk mengenali berbagai 
modus kejahatan yang terjadi, serta berbagai solusi yang ditawarkan 
untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga dapat menjadi 
bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan perumusan 
berbagai kebijakan yang terkait. 
2. Memberikan kontribusi kepada para masyarakat untuk lebih 
mengenali modus kejahatan penipuan, sehingga dapat menjadi bahan 
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acuan dan pertimbangan dalam mengatasi dan menghindari tindakan 
penipuan untuk kedepannya.
9 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
1. Tinjauan Teori Viktimologis 
1. Pengertian Viktimologis 
Viktimologi, dari kata victim (korban) dan logos (ilmu pengetahuan), 
Bahasa latin victim (korban) dan logos (ilmu pengetahuan). Secara 
sederhana viktimologi/victimology artinya ilmu pengetahuan tentang 
korban (kejahatan).2 Definisi lain menyatakan bahwa yang dimaksud 
dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah 
sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri 
atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi 
yang menderita”.3 
Selanjutnya secara yuridis pengertian korban tercantum dalam UU 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang 
berbunyi bahwa “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan 
fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu 
tindak pidana.”4  
Kemudian menurut UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah:5 
“Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami 
penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau 
mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak 
                                                          
2 Bambang, Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm.9.  
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid., Hlm.11. 
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dasarnya sebdxagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
termasuk korban atau ahli warisnya” 
. 
Muladi6 menyebutkan bahwa secara keseluruhan viktimologi ini 
bertujuan untuk: 
1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban 
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab 
terjadinya viktimisasi 
 
1. Ruang Lingkup Viktimologi  
Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang 
perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya 
banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, 
pemerintah, bangsa dan negara.7 Hal ini juga dinyatakan oleh Arif Gosita 
bahwa korban dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun 
pemerintahan.  
Studi korban dalam viktimologi memberikan suatu gagasan bidang 
jelajah dalam viktimologi, yaitu8 : 
1. Konteks sosial yang menjadi tempat terjadinya viktimisasi. Konteks 
sosial menunjukkan pada nilai-nilai kultural tradisi dan struktur 
yang mempengaruhi perbedaan, kedudukan, status individu atau 
kelompok seperti tekanan sosial, konflik, cap jahat, dan 
ketidakseimbangan struktural antara tujuan dan cara dari sistem 
sosial, peluang untuk melakukan jalan lain untuk memakai cara-
cara yang tidak legal dan untuk ‘differential association’, serta cara-
cara penyelesaian konflik. Misalnya kelompok berkuasa cenderung 
memaksakan kehendaknya dengan kekuasaan, sehingga 
                                                          
6 Muladi, Kapita Seleksta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: 1995), hlm.65  
7 Bambang, Op.cit, 2011, Hlm.11. 
8 Dalam Maya, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, (Jakarta, 
Kencana Pranadamedia Group: 2014). hlm. 19-20  
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penyalahgunaan kekuasaan dilihat sebagai sesuatu yang bersifat 
endemis terhadap viktimisasi.  
2. Akibat-akibat sosial dari viktimisasi yang dapat berpengaruh buruk 
terhadap individu tertentu, kelompok, masyarakat luas, maupun 
kemanusiaan pada umumnya, baik secara medis, psikiatri, 
kriminologi, maupun implikasi sosial. Hal ini melibatkan problem 
tertentu dari perilaku kolektif, dalam proses yang sukar untuk 
dipahami karena masyarakat atau pemegang kekuasaan dari 
masyarakat cukup peka untuk menentukan pengaruh buruk, 
sebagai problema masyarakat. Dengan kata lain, pengaruh kuat 
mungkin eksis dan melekat dalam jangka waktu lama, tanpa atau 
belum dilihat dan dipublikasikan sebagai problematika.  
 
Berdasarkan hal ini, dapat digaris bawahi  peran penting viktimologi 
sebagai suatu studi yang mempelajari tentang korban sebagai suatu 
kenyataan sosial. Manfaat perspektif ini memberikan pemahaman lebih 
mendalam mengenai makna latar belakang pendefinisian korban, dan 
berbagai segmen sosial, perilaku, dan subjek yang dapat terlibat dalam 
proses penimbulan korban atau viktimisasi. 9   
Terlihat dari proses pertumbuhannya, viktimologi mendekati 
kejahatan dari tiga segi: 10 
“Pertama, peranan korban sebagai bagian internal dalam proses 
interaksi yang menimbulkan kejahatan, akhirnya berkembang dalam 
wawasan dan konsep mengenai kejahatan dalam pengertian luas pula 
seperti white collar crime / corporate crime: kedua, perlindungan hak 
korban selama ini terabaikan dibanding hak pelaku dalam proses 
peradilan pidana; ketiga, perlindungan hak korban meliputi kejahatan 
konvensional dan nonkonvensional, termasuk korban kekerasan 
struktural.”  
                                                          
9 Ibid., Hlm.20. 
10Ibid., Hlm.20-21.  
 
 
12 
 
Lebih luas dijabarkan oleh Abdussalam mengenai korban 
perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa dan 
negara sebagai berikut:11 
1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu 
mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun 
nonmateriil. 
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan 
kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan 
kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, 
kebijakan swasta maupun bencana alam.   
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang 
didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, 
manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh 
berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada 
lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, 
banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah 
yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun 
masyarakat tidak bertanggung jawab. 
4. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang 
diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian 
hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak 
sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahunnya.  
Perlu ditambahkan bahwa korban perseorangan bukan hanya 
seperti d iatas. Adakalanya korban juga sebagai pelaku. Lebih lanjut 
dinyatakan oleh Romli Atmasasmita bahwa “untuk perbuatan 
pelanggaran hukum  tertentu, mungkin terjadi apa yang sering dikenal 
dalam kepustakaan kriminologi, sebagai victimless crime (Schur,1965) 
atau kejahatan “tanpa korban”. Bahkan korban dan pelaku adalah tunggal 
atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban 
                                                          
11 Bambang, Op.cit., Hlm.11-12. 
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adalah pelaku juga. Sebagai contoh pelacuran, perjudian, tindak pidana 
narkotika sebagai pemakai atau drug-users. Jenis pelanggaran hukum  
tidak dapat membedakan secara tegas antara siapa korban dan siapa 
pelaku.“ 12 
Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa: 
“Ruang lingkup viktimologi membawa pada paradigma korban 
dalam arti luas, yaitu meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi 
korban atau berfokus pada proses terjadinya viktimisasi yang bukan 
hanya karena kejahatan, melainkan juga karena penyalahgunaan 
kekuasaan atau bekerjanya lembaga dan pranata hukum yang tidak 
berkeadilan. Batas ruang lingkup viktimologi tidak harus selalu dikaitkan 
dengan faktor kejahatan, karena ditentukan oleh apa yang disebut 
‘viktimitas’ yang tidak sama dengan crime.“ 13 
 
1. Hubungan Korban dengan Kejahatan 
Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan 
adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Tentu ada 
asap pasti ada api. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain 
yang melakukan kejahatan. Memang demikianlah pendapat yang selama 
ini didukung fakta yang ada, meskipun dalam praktek ada dinamika yang 
berkembang.  
Hal lain yang disepakati dalam hubungan ini, terpenting pihak 
korban adalah pihak yang dirugikan. Pelaku merupakan pihak yang 
mengambil untung atau merugikan korban. Uraian ini menegaskan bahwa 
                                                          
12 Ibid., Hlm.13-14 
13 Sahetapy dalam Indah Maya, hlm 21.  
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yang bersangkutan sebagai korban “murni” dari kejahatan. Artinya korban 
memang yang sebenar-benarnya/senjatanya. Korban tidak bersalah 
hanya semata-mata sebagai korban. Mengapa menjadi korban, 
kemungkinan penyebabnya:14 
1. Kealpaan 
2. Ketidaktahuan 
3. Kurang hati-hati 
4. Kelemahan korban atau kesialan korban 
5. Kelalaian negara untuk melindungi warganya 
Sedangkan faktor adanya korban “tidak murni” kemungkinan 
penyebabnya adalah: 
1. Perkembangan global 
2. Faktor ekonomi 
3. Faktor politik 
4. Faktor sosiologis 
5. Faktor-faktor negatif lainnya 
Waluyo beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbukan 
kejahatan adalah15: 
1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk 
terjadi; 
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk 
memperoleh keuntungan yang lebih besar; 
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama 
antara si pelaku dan si korban; 
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak 
ada provokasi si korban. 
                                                          
14 Bambang, Op.cit., Hlm. 18-19 
15 Ibid, Hlm.19 
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Selanjutnya hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat 
kesalahannya. Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya 
korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:16 
1. Yang sama sekali tidak bersalah; 
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya; 
3. Yang sama salahnya dengan pelaku; 
4. Yang lebih bersalah daripada pelaku; 
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini 
pelaku dibebaskan).  
 
Ada lagi hubungan berdasarkan hubungan dengan sasaran 
tindakan pelaku yang dikutip oleh Waluyo, yaitu sebagai berikut17: 
1. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi 
sasaran atau objek perbuatan pelaku. 
2. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara 
langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga 
mengalami penderitaan atau nestapa. Pada kasus pembunuhan 
terhadap seorang laki-laki yang mempunyai tanggung jawab 
menghidupi istri dan anak-anaknya, meninggalnya laki-laki 
tersebut merupakan korban langsung. Sedangkan istri dan 
anaknya itu merupakan korban tidak langsung.  
 
Dalam memahami terjadinya suatu kejahatan, terlebih dahulu dapat 
dipahami dari aspek peranan korban dalam terjadinya tindak pidana. 
Dalam kajian viktimologi, terjadi viktimisasi peranan korban dapat menjadi 
faktornya. Artinya korban dipandang dapat memainkan peranan dan 
menjadi unsur penting dalam terjadinya tindak pidana yang menimbulkan 
korban atau viktimisasi. 18 
                                                          
16 Ibid. 
17 Ibid. Hlm.20  
18 Iswanto, Diktat Kuliah Viktimologi, (Purwokerto, Universitas Jendral Soedirman : 2011) Hlm.27.  
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Dalam suatu jurnal menjelaskan bahwa “kajian yang membahas 
tentang korban sebagai sasaran kejahatan mengkaji tentang perubahan 
dalam hubungan antara ras, pendapatan dan proses viktimisasi kejahatan 
sepanjang masa. Hal ini dilatar belakangi oleh peningkatan distribusi 
pendapatan masyarakat. Dasar teori yang digunakan oleh Levitt adalah 
teori model ekonomi kejahatan yang menjelaskan bahwa orang-orang 
kaya menjadi target kejahatan yang atraktif akibat peningkatan 
pendapatan, meningkatkan risiko terviktimisasi apabila dibandingkan 
dengan orang miskin. “ 19 
Sementara itu, menurut Chaeruddin menjelaskan bahwa: 
“Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri 
seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan 
yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan 
kemudian, muncul pertanyaan mengapa korban yang telah nyata-nyata 
menderita kerugian baik secara fisik maupun sosial justru harus pula 
dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu 
terjadinya kejahatan. Bahkan korban pun dituntut untuk turut memikul 
tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan”. 20 
 
Dalam studi tentang kejahatan, dapat dikatakan bahwa tidak ada 
kejahatan tanpa menimbulkan korban. Dengan demikian, korban adalah 
partisipan utama meskipun pada sisi lain dikenal pula kejahatan tanpa 
korban “crime without victim”, akan tetapi harus diartikan kejahatan yang 
tidak menimbulkan korban di pihak lain, misalnya dalam kasus 
                                                          
19 Hendriarto, Analisis Sosiodemografis Terhadap Kejahatan, (Jakarta, Program Pacasarjana 
Universitas Indonesia : 2008) Hlm.10.   
20 Chaeruddin & Syarif, Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Islam, 
(Jakarta, Ghradika Press:2004) Hlm. 10-11.  
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penyalahgunaan obat terlarang, perjudian, aborsi, dimana korban 
menyatu sebagai pelaku.21  
Menurut Stephen Schafer, dalam kajian viktimologi terdapat 
persepktif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan 
itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. 
Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri 
mengenal 7 (tujuh) bentuk, yaitu:22 
1. Unrelated victims, adalah mereka yang tidak ada hubungan 
dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang 
potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya 
berada dipihak korban 
2. Provocative victims, merupakan korban yang disebabkan peranan 
korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, aspek 
tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara 
bersama-sama.  
3. Participating victims, hakikatnya perbuatan korban tidak disadari 
dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya 
mengambil uang di bank dalam jumlah besar tanpa 
pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik 
sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini 
pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.  
4. Biologically weak victim adalah kejahatan disebabkan adanya 
keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia 
lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. 
Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada 
masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat 
memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya 
5. Sosial weak victims, adalah korban yang tidak diperhatikan oleh 
masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan 
kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, 
pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat 
atau masyarakat.  
                                                          
21 Ibid.  
22 Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi, (Denpasar, Djambatan : 
2007) Hlm.123.  
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6. Self victimizing victims adalah korban kejahatan yang dilakukan 
sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. 
Pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban 
karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.  
7. Political victims, adalah korban karena lawan politiknya. Secara 
sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan 
kecuali adanya perubahan konstelasi politik.  
Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar korban merupakan 
korban yang murni atau senyatanya. Korban-korban dimaksud terjadi 
dalam tindak pidana misalnya terorisme, pencurian (biasa, pemberatan 
dan kekerasan), penipuan dan tindak pidana lainnya yang sering terjadi 
di masyarakat. Korban di sini dalam posisi pasif tidak menjadi faktor-faktor 
penyebab terjadinya tindak pidana. Pihak pelaku yang menghendaki 
penuh kejahatannya dan korban yang menjadi sasaran atau tujuan 
kejahatan tersebut. menurut Mendelsohn, derajat kesalahan korban 
adalah “yang sama sekali tidak bersalah23  
Memang banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan. 
Derajat kecilnya peran korban, misalnya korban lalai, sehingga muncul 
atau terjadi tindak pidana. Dapat terjadi pula dalam hal korban menarik 
perhatian pelaku, misalnya korban menyukai memperlihatkan 
kekayaannya, overacting, atau perilaku lain yang dapat menggugah 
pelaku melakukan tindak pidana.  
1. Tipe-Tipe Korban 
                                                          
23 Ibid, Hlm.20-21.  
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Pengelompokkan korban menurut Dikdik M Arief dan Elisatris 
sebagai berikut:  
1. Primary victimization, yaitu korban berupa individu 
2. Secondary victimization, yaitu korban kelompok 
3. Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas 
4. No victimization, yaitu korban yang tidak dapat diketahui. Misalnya 
konsumen tertipu dalam menggunakan suatu produk.   
Sahetapy mengemukakan paradigma viktimisasi dalam berbagai 
golongan yang dinyatakan tidak bersifat limitative, yaitu: 24 
1. Pertama, viktimisasi politik dalam kategori ini dapat dimasukkan 
aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak asasi manusia, 
campur tangan angkatan bersenjata di luar fungsinya, terorisme, 
intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional.  
2. Kedua, viktimisasi ekonomi terutama kolusi antara penguasa dan 
pengusaha, produksi barang-barang yang tidak bermutu atau yang 
merusak kesehatan, termasuk dalam aspek ini pencemaran 
terhadap lingkungan hidup dan rusaknya ekosistem.  
3. Ketiga, viktimisasi keluarga seperti perkosaan antara keluarga, 
penyiksaan terhadap anak atau istri dan menelantarkan kaum 
manula (manusia usia lanjut) atau orang tuanya sendiri.  
4. Keempat, viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut 
penyalahgunaan obat bius, alkholisme, malpraktik di bidang 
kedokteran, eksperimen kedokteran yang melanggar (etik) 
perikemanusiaan. 
5. Lemia, viktimisasi yuridis. Dimensi ini cukup luas dan menyangkut 
aspek peradilan (dan lembaga pemasyarakatan), maupun yang 
menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undaganan, 
termasuk menerapkan ‘hukum kekuasaan, kematian perdata, dan 
stigmatisasi kendatipun sudah diselesai aspek peradilannya.  
 
1. Hak dan Kewajiban Korban 
                                                          
24 Maya, Op.cit., Hlm.23-24.  
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 Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang 
tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undanganan lainnya. Hak 
dan kewajiban juga ada dalam hukum adat tidak tertulis atau pada 
kehidupan sehari-hari. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban 
harus dilakukan dengan seimbang agar tidak terjadi konflik. Beberapa hak 
yang diatur dalam UUD Tahun 1945 yang berlandas perlindungan korban 
dan saksi telah ditulis pada Sub Bab A.25 
Menurut Arif Gosita, hak korban antara lain adalah sebagai berikut: 
26 
1. Korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaannya, sesuai 
dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya 
kejahatan tersebut,  
2. Korban berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat 
korban (tidak mau diberikan kompensasi karena tidak 
memerlukannya), 
3. Korban berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si 
korban meninggal dunia keran tindakan tersebut, 
4. Korban berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi 
5. Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya, 
6. Korban berhak menolak menjadi saksi bila hal itu akan 
membahayakan dirinya 
7. Korban berhak mendapat perlindungan dari ancaman pihak 
pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi 
8. Korban berhak mendapatbantuan penasehat hukum 
9. Korban berhak mempergunakan upaya hukum (rechtmiddelen).  
Untuk perundang-undangan, salah satunya UU Nomor 13 Tahun 
2006. Pasal 5 UU tersebut menyebutkan beberapa hak korban dan saksi, 
yaitu sebagai berikut27: 
                                                          
25 Bambang, Op.cit., Hlm. 40.  
26 Wibowo Adhi, Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, (Yogyakarta, Penerbit Thafa 
Media:2013), Hlm.34-35.  
27 Dalam Bambang, Op,cit., Hlm.40.  
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1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan 
harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan 
kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. 
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 
perlindungan dan dukungan keamanan. 
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan. 
4. Mendapat penerjemah. 
5. Bebas dari pertanyaan menjerat. 
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. 
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.  
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. 
9. Mendapat identitas baru. 
10. Mendapat tempat kediaman baru. 
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan 
kebutuhan. 
12. Mendapat nasihat hukum. 
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 
perlindungan berakhir.  
Pemenuhan terhadap hak-hak korban merupakan hal yang 
terpenting dalam perlindungan korban dan/atau saksi. Justru dengan 
dipenuhinya hak-hak ini secara efektif, efisien, tidak berbelit, tidak 
procedural, dan objektif merupakan dambaan semua, bukan hanya saksi 
dan/atau korban. Diperlukan LPSK yang professional, mempunyai 
integritas dan tanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas dan 
kewajibannya. Kiranya sosialsisasi perlu terus dilakukan agar eksistensi, 
fungsi, hakikat, dan tujuan perlindungan yang diamanatkan UU dapat 
tercapai.28 
Selaras dengan hak yang telah disebut, menurut Van Boven29: 
“Hak-hak para korban adalah hak untuk tahu, ha atas keadilan dan 
hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada 
                                                          
28 Bambang, Op.cit., Hlm.46.  
29 Ibid, hlm.43.  
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semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para 
korban pelanggarana hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah 
terdapat dalam berbagai instrument-instrumen hak asasi manusia 
yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite 
hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak 
asasi manusia.” 
 
Korban disamping memiliki hak, juga dibebani kewajiban agar terjadi 
keseimbangan, karena masyarakat akan goncang bilamana anggota 
masyarakat hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya 
masyarakat akan tentram dan damai apabila antara hak dan kewajiban 
seimbang, oleh karena itu, hukum selalu mengatur tentang apa yang 
menjadi hak dan kewajiban anggota masyarakatnya. Adapun kewajiban-
kewajiban korban kejahatan menurut Arif Gosita, adalah sebagai 
berikut:30 
1. Korban berkewajiban untuk tidak membuat korban dengan 
mengadakan pembalasan (main hakim sendiri). 
2. Korban berkewajiban berpartisipasi dengan masyarakat mencegah 
pembuatan korban lebih banyak lagi. 
3. Korban berkewajiban mencegah kehancuran si pembuat korban 
baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. 
4. Korban berkewajiban ikut serta membina pembuat korban. 
5. Korban berkewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri 
sendiri untuk tidak menjadi korban lagi. 
6. Korban berkewajiban tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai 
dengan kemampuan pembuat korban 
7. Korban berkewajiban mamberi kesempatan pada pembuat korban 
untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan 
kemampuannya. (pembayaran bertahap/imbalan jasa). 
8. Korban berkewajiban menjadi saksi bila tidak membahayakan diri 
sediri dan ada jaminan.  
 
                                                          
30 Dalam Wibowo, Op,cit., Hlm.35-36.  
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9. Tinjauan Teori Kejahatan 
1. Defenisi Kejahatan 
Kejahatan adalah suatu nama yang atau cap yang diberikan orang 
untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. 
Tentang dari definisi kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan 
pendapat diantara para sarjana, R.Soesilo memberdakan pengertian 
kejahatan secara yuridis dan dan pengertian kejahatan secara sosiologis.  
Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu 
perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-undang. 
Ditinjau dari sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah 
perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan sipenderita, juga 
sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, 
ketentraman dan ketertiban. 31 
Dari sudut pandang hukum ( a crime from the legal point of view) 
adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. 
Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak 
dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan tersebut tetap 
sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. 32 
Sutherland berpendapat bahwa criminal behavior is behavior in 
violation of the criminal law no matter what the degree f immorality, 
reprehensibility or indecency of an act it is not a crime unless it is 
                                                          
31 Syahruddin, 2003. Kejahatan dalam masyarakat dan upaya penanggulangannya. Fakultas 
Hukum Universitas Sumatera Utara. Hlm.1 
32 A.S.Alam, pengantar kriminologi, (Makassar, Refleksi: 2010), Hlm.16.  
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prohibited by the criminal law. Contoh konkrit dalam hal ini adalah 
perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi 
hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan 
melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana 
Indonesia. Sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat 
dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan da lain-lainnya, 
namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum, 
karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.  
Lalu dari sudut pandang masyarakat (a crime from the sociologica 
point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah : setiap 
perbuatan yang melanggar norman-norma yang masih hidup di dalam 
masyarakat : contoh di dalam hal ini adalah : bila seorang muslim 
meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa 
(kejahatan) dari sudut pandang masyarakat islam, dan namun dari sudut 
pandang hukum bukan kejahatan.  
Kejahatan menurut hukum pidana adalah setiap tindakan yang 
dilakukan melakukan kaidah hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-
unsur delik sehingga perbuatan tersebut dapat dihukum. Atau perbuatan 
yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar larangan 
tersebut. kemudian Utrecht mengatakan peristiwa pidana sama dengan 
konsep kejahatan dalam arti yuridis yang diartikan sebagai sebuah 
peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman.   
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Selanjutnya, adapun beberapa definisi kejahatan menurut beberapa 
pakar, yaitu:33 
1. J.M.Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti 
social yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam 
masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan 
untuk mentetramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan 
hukuman kepada penjahat.  
2. M.A Elliot mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem 
dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan 
melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati, 
dan hukuman denda dan seterusnya. 
3. W.A.Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang 
sangat anti social yang memperoleh tentangan dengan sadar dari 
negara berupa pemberian pendertiaan.  
4. Paul Moedikdo Moeliono kejahatan adlah perbuatan pelanggaran 
norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat 
sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak 
boleh dibiarkan (negara bertindak). 
5. J.E.Sahetapy dan B.Marjono Reksodiputro dalam bukunya 
“Paradoks dalam Kriminologi” menyatakan bahwa kejahatan 
mengandung konotasi tertentu,merupakan suatu pengertian dan 
penamaan yang relative, mengandung variabilitas dan dinamik serta 
                                                          
33 Syahrudiin., Hlm.2-3.  
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bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun 
pasif) yang dinilai oleh sebagian mayoritas dan minoritas 
masyarakat sebagai suatu perbuatan anti social, suatu 
pemerkosaan terhadap skala nilai social dana tau perasaan hukum 
yang hidup dalam masyarakat sesuai degan ruang dan waktu.  
Tingkah laku manusia yang jahat, inmoral dan anti social itu banyak 
menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan dikalangan masyarakat, 
dan jelas sangat merugikan umum. Karena itu, kejahatan tersebut harus 
diberantas, atau tidak boleh dibiarkan berkembang, demi ketertiban, 
keamanan dan keselamatan masayarakat. Maka warga masyarakat 
secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga yang 
resmi berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga 
kemasyarakatan, dan lain-lain termasuk wajib menanggulangi kegiatan 
sejauh mungkin.34 
Untuk melihat apa sebabnya seorang menjadi jahat, haruslah dilihat 
pertama-tama keadaan masa lampaunya, bagamana pengaruh masa 
lampau terhadap orang itu, lalu bagaimana perkembangan kehidupan 
orang tersebut sampai saat melakukan kejahatan kenakalan anak-anak, 
belum tentu dewasanya ia menjadi penjahat, mungkin ia menjadi orang 
baik. 35   
                                                          
34 Bambang Waluyo. 2004. Pidana dan pemidanaan (Jakarta : Sinar Grafika) 
35 Dikdik dan Elisatris Gultrom, Op.cit., Hlm.93 
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1. Relatifitas pengertian Kejahatan 
Pengertian kejahatan sangat relative (Selalu berubah), baik ditinjau 
dari sudut pandang hukum (legal definition of crime), maupun ditinjau dari 
sudut pandang masyarakat (sociological definition of crime). 
1. Isi pasal-pasal dari hukuman pidana sering berubah. Contoh 
undang-ndang narkotika yang lama yakni UU No.9 tahun 1976 
digantikan oleh undang-undang narkotika yang baru yaitu UU 
No.22 Tahun 1997 tentang narkotika. 
2. Pengertian kejahatan menurut anggapan suatu masyarakat 
tertentu juga selalu berubah. Contoh: di Sulawesi selatan beberapa 
puluh tahun lalu, seorang bangsawan putri dilaarangkawin dengan 
laki-laki bias/bukan bangsawan. Barang siapa melanggarya 
dianggap melakukan kejahatan berat. Norma tersebut sekarang ini 
tidak berlaku lagi. 
3. Pengertian kejahatan sering berbeda dari suatu tempat ke tempat 
yang lain, dari suatu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya, ada 
daerah bila kedatangan tam terhormat, sang tamu tersebut 
disodori garis untuk menemanya tidur. Perbuatan it dianggap 
sebagai perbuaan terpuji di tempat tersebut, sedangkan di tempat 
lain (kebudayaan lain) hal itu merupakan suatu hal yang 
memalukan (jahat). Ada juga daerah, dimana bila ada laki-laki lain 
bersedia menukar itrinya dengan dua ekor babi, ia dengan segala 
senang hati melakukannya, dan perbuatan itu kan kejahatan. 
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Tentunya di daerah lain, perbuatan mekar isri dengan babi 
merupakan perbuatan jahat.  
4. Di dalam penerapan huum juga sering berbeda. Suatu tindakan 
yang serupa, kadang-kadang mendapat hukuman yang berbeda 
dari hakim yang berbeda pula. Contohnya si A mencuri ayam 
mendapatkan hukuman 3 bulan penjara dari hakim X, sedangkan 
si B mencuri ayam pula di vonis 1 tahun penjara ole hakim Y. 
kadang-kadang terdapat banyak contoh-contoh ddalam kasus 
korupsi, misalnya pada tingkat pengadilan negeri dijatuhi vonis 9 
tahun penjara, sedang di tingkat pengadilan tiggi hanya divonis 3 
tahun dan di tingkat kasasi orang tersebut bebas.  
5. Juga sering terlihat adanya perbedan materi hukum pidana antara 
suatu negara dibandingkan dengan neara lainnya. 
Contoh, pelacuran ruma brodil (brothel prostitution)di Australia 
dilarang di dalam KUHPidana Australia, sedangkan pelacuran di 
negeri Belanda tidak dilarang.  
1. Unsur-unsur Kejahatan 
Dengan memperhatikan definisi di atas, maka terlihat ada 4 
(empat) unsur esensial (pokok) yang merupakan ciri khas hukum pidana, 
yakni: 
1. Sifat politisnya, yakni peraturan-peraturan yang ada dikeluarkan 
oleh pemerintah. Peraturan-peraturan yang dikeluarka oleh 
organisasi buruh, gereja, sindikat dan lain-lainnya tidak dapat 
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disebut sebagai hukum pidana meskipun peraturan tersebt sangat 
mengikat anggotanya dan mempunyai sanksi tegas.  
2. Sifat spesifiknya, yakni karena hukum pidana memberikan batasan 
tertentu untuk setiap perbuatan. Misalnya, dibedakan antara 
pencurian biasa dengan pencurian kekerasan.  
3. Sifat uniform atau tanpa pilih bulu yakni berusaha memberi 
keadilan kepada setiap orang tanpa membedakan status social 
seseorang. 
4. Sifat adanya sanksi pidana, yakni adanya ancaman pidana oleh 
negara. 
Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, Menurut 
A.S.Alam ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus 
dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:36 
1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm) 
2. Kerugian yang ada tersebt telah diatur di dalam KUHPidana. 
Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang 
menimbulkan kerugian tersebut teah diatur di dalam pasal 362 
KUHPidana (asas legalitas) 
3. Harus ada perbuatan (criminal act). 
4. Harus ada maksud jahat (criminal intent = mens rea) 
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat 
                                                          
36 A.S.Alam. Pengantar Kriminologi, (Pustaka Refleksi : Makassar). 2010. Hlm. 18-19.  
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6. Harus ada erbauran antara kerugian yang teag diatur di dalam 
KUHPidana dengan perbuatan 
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.  
1. Penyebab Kejahatan 
Terdapat 3 (tiga) teori yang dikemukakan oleh A.S.Alam sebagai 
penyebab terjadinya kejahatan, yaitu:37 
1. Teori Labeling 
Howard berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan 
dalam dua bagian, yaitu: 
1. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang 
memperoleh cap atau label 
2. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya 
Scharg menyimpulkan asusmsi dasar teori labeling sebagai 
berikut:  
1. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat 
criminal.  
2. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan pendajaht 
dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki 
kekuasaan 
3. Seorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-
undang melainkan ditetapkan oleh penguasa 
                                                          
37 Ibid., hlm.59-61 
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4. Sehubungan degan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat 
baik, tidak berarti mereka dapat dikelompokkan menjadi dua 
bagian kelompok criminal dan noncriminal 
5. Tindakan penangkapan adalah awal dari proses labeling 
6. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan 
pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari 
karakteristik pelanggarannya 
7. Usia, tingkal social-ekonomi dan ras merupakan karakteristik umu 
pelaku kejhatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan 
keputusan dalam sistem peradilan pidana 
8. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif 
kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan 
penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai 
penjahat. 
9. Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan 
identifikasi dengan citra sebagai deviant dan menghasilkan 
rejection of the rejector.  
10. Teori konflik (conflict theory) 
Perspektif konflik eliputi beberapa variasi sebagai berikut: 
1. Teori asosiasi terkoordinir secara inperaktif (keharusan). 
Ralf Dahrendorf meruuskan kembali teori marxus 
mengenai konflik kelas yang lebih pluralistic, dimana banyak 
kelompok bersaing untuk kekuatan, pengaruh dan dominasi. 
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Konsepnya mengenai “asosiasi terkoordinir” dengan 
keharusan menganut bahwa control social dalam suatu 
masyarakat tergantung kepada hubungan bertingkat-tingkat 
atau hirarkis digolongkan menurut asosiasi superordinate.  
2. Teori pluraistik model George vold 
George Vold mengemukakan bahwa “masyarakat itu 
terdiri dari erbagai macam kelompok kepentingan yang harus 
bersaing, dan bahwa konflik merupakan salah satu unsurnya 
yang esensial/penting dengan kelompok-kelompok yang lebih 
kuat, mampu membuat negara merusukan undang-
undang/hukum demi kepentingan “mereka”. Banyak tindakan 
criminal merupakan tantangan oleh kelompok bawahan 
terhadap kelomok yang dominan, kendatipun ia nampaknya 
ingin membatasi uraian ini hingga ada isu-isu yang berkaitan 
dengan konflik ideology politik, konflik batas udara, konflik 
hak=hk erdata dan sebagainya.  
3. Teori Austin turk (criminal terdiri dari kelompok-kelompok yang 
lebih uat). 
4. Turk adalah seorang tokoh penulis perspektif kriminolog konflik, 
mengetegahkan proporsi teori “hukum pidana yang ditetapkan 
kelompok-kelompok yang leih kuat” sebagai berikut: 
1. Individu-individu yang berbeda dalam pengertian dan 
komitmen mereka 
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2. Perbedaan tersebut mengakibatkan konflik 
3. Masing-masing konflik yang berpihak (bersengketa) 
berusaha meningkatkan pandangan-pandangan sendiri.  
4. Mereka dengan kepercayaan yang sama cenderung 
bergabung dan membentuk komitmen serupa.  
5. Teori Radikal (Kriminologi Kritis) 
Pada dasarnya perspektif kriminologi mengetengahkah teori 
radikal yang berpendapat bahwa kapitalisme sebagai kausa 
kriminalitas yang dpat dikatakan sebagai aliran neo-marxis. Dua 
teori radikal akan dipaparan sebagai berikut: 
1. Richard Quinney 
Menurut Richard Quinney beranggapan kejahatan adalah 
akibat dari kapitaisme dan problem kejahatan hanya dapat 
dpecahkan melalui didirikannya negara sosialis. Quinney 
mengetengahkan proporsinya mengenai penanggulangan 
kejahatan sebagai berikut: 
1. Masyarakat amerika didasarkan pada ekonomi kapotalis 
yang telah maju 
2. Negara diorganisir untuk melayani kepentingan kelas 
ekonomi yang dominan 
3. Hukum pidana merupakan alat atau instrument negara 
elas penguasa untuk mempertahankan dan 
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mengabadikan atau mengkekalkan tertib social dan 
ekonomi yang ada 
4. Control kejahatan dalam amsyrakat kapitalis dicapai 
memalui berbagai macam lembaga dan aparat yang 
didirikan dan diatur oleh golongan elit dalam 
pemerintahan, yang mewakili kepentingan kelas yang 
memerintah dengan tujuan mendirikan tertib domestik 
5. Kontradiksi kapitalisme yang maju adalah terdapat rantau 
putus antara keberadaan dan kebutuhan inti, dimana 
kelas-kelas bawah tetap tertekan oleh apa saja yang 
dianggap perlu, khususnya melalui penggunaan paksaan 
atau kekerasan sistem perundang-undangan yang ada.  
6. Hanya melalui bubarnya atau ambruknya masyarakat 
kapitalis dan diciptakannya masyarakat baru yang 
didasarkan pada asas sosialis baru bisa diperoleh 
pemecahan masalah kejahatan 
1. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Kejahatan merupakan permasalahan yang ada di setiap negara 
dan telah menjadi permasalahan social. Negara mempunyai kewajiban 
untuk melindungi warga negaranya dari setiap kejahatan yang akan 
terjadi sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku di masing-
masing negara.  
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Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya 
merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social 
defence) dan upaya mencapai kesejahteraan (social welfare). Kebijakan 
penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik criminal memiliki 
tujuan akhir atau tujuan utama, yaitu “perlindungan masyarakat untuk 
mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan 
kejahatan (criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan 
sosial (social policy) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan 
penegakan hukum (law enforcement policy). Kebijakan penegakan 
hukum merupakan bagian dari keijakan sosial (social policy) dan 
termasuk dalam keijakan legislative (legislative policy). Politik kriminal 
pada pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan 
social yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraa social.38  
Menurut A.S.Alam, penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga 
pokok, yaitu:39 
1. Pre-emtif 
Upaya pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan 
oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. 
Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan 
secara pre-emtif adalah menanamkan nilai/norma-norma yang 
baik sehingga norma tersebut terinteralisasi dalam diri seseorang. 
                                                          
38 Barda Nawawi Arief, 208, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan 
Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media group, Jakarta, Hlm.51 
39 Ibid., Hl.79 
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Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak 
ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi 
kejahatan. Jadi dalam upaya pre-emtif faktor niat menjadi hilang 
meskipun ada kesempatan 
2. Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindakan lanjut 
dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan 
sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang 
ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk 
dilakukannya kejahatan.  
3. Represif  
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang 
tindakannya berupa penegak hukum dengan menjatuhkan 
hukuman.  
4. Tinjauan Teori Perlindungan Hukum Korban 
Bertolak dari uraian diatas, setidak-tidaknya ada tiga pihak yang 
terkait dalam hal terjadinya suatu tindak pidana, yaitu pelaku, korban dan 
pihak masyarakat (negara). Kebijakan hukum pidana dalam kaitan ini, 
harus dapat mengakomodasi dari berbagai kepentingan yang ada pada 
ketiga pihak tersebut dalam rangka menciptakan suatu keseimbangan 
kepentingan. 40 
                                                          
40 Wibowo, Op,cit., Hlm.39. 
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Secara teoritis, sebagai dasar bagi korban untuk memperoleh 
perlindungan hukum, diantaranya adalah hal untuk mendapatkan 
kompensasi dan restitusi, dalam hal ini bergantung pada peranan atau 
keterlibatan korban itu sendiri terhadap terjadinya kejahatan.41  
Keterlibatan korban dalam hal terjadinya kejahatan, menurut Benjamin 
Mendelsohn dapat dibedakan menjadi 6 (enam) kategori berdasarkan 
derajat kesalahannya, yaitu42: 
1. Korban sama sekali tidak bersalah 
2. Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri 
3. Korban sama salahnya dengan pelaku 
4. Korban lebih bersalah dari pada pelaku 
5. Korban adalah satu-satunya yang bersalah 
6. Korban pura-pura dan korban imajinasi.  
 
Perlindungan korban dalam hukum pidana positif saat ini, menurut 
Barda Nawawi Arief dapat diidentifikasi sebagai berikut43: 
1. Hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan 
korban “in abstracto” dan secara “tidak langsung”, 
2. Perlindungan hukum korban secara langsung masih terbatas 
dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh si pelaku tindak pidana 
kepada korban. Belum ada ketentuan ganti rugi yang diberikan 
oleh negara hanya terbatas pada korban sebagai tersangka, 
terdakwa dan terpidana.  
3. Ada lima kemungkinan pemberian ganti kerugian kepada korban 
dalam perkara pidana, yaitu: 
1. Pemberian ganti kerugian sebagai “syarat khusus” dalam 
aturan pidana bersyarat (pasal 14c ayat (1) KUHPidana) 
2. Memperbaiki akibat-akibat dalam tindak pidana ekonomi, 
sebagai “tindakan tata tertib” (pasal 8d UU Nomor 7 Drt 
tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan 
Peradilan Tindak Pidana Ekonomi) 
                                                          
41 Ibid.  
42 Ibid.  
43 Ibid, Hlm.43.  
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3. Pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi, 
sebagai pidana tambahan (pasal 18 UU nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) 
4. Pengganti biaya ang telah dikeluarkan, dalam proses 
penggabungan perkara gugatan ganti rugi (perdata) dalam 
perkara pidana (pasal 98-101 KUHAP). 
5. Ganti kerugian dalam UU nomor 23 tahun 1997 tentang 
pengelolaan lingkungan hidup (pasal 47 huruf c,d dan e).  
 
6. Tinjauan Teori Penipuan 
1. Defenisi Penipuan 
Penipuan (Bedrog) adalah kebohongan yang dibuat untuk 
keuntungan pribadi. Di dalam pasal 378 KUHPidana ditetapkan kejahatan 
penipuan dalam bentuk umum. Dalam pasal 378 KUHPidana yang 
berbunyi bahwa: 
”barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama 
palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian 
kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang 
sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun 
menghapus piutang, diancam penipuan dengan pidana penjara 
paling lama empat tahun”.  
 
Berdasarkan unsur-unsur kejahatan penipuan yang terkandung 
dalam rumusan pasal 378 KUHPidana, maka R. Sughandi 
mengemukakan pengertian penipuan bahwa:44 
“penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, 
rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan 
maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian 
kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun 
demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan 
benar”.  
                                                          
44 R. Sugandhi, Kitab UU Hukum Pidana dan penjelasannya, (Surabaya, Usaha Nasional:1980), 
Hlm.396-397.  
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Mengenai penipuan, pada pasal 378  KUHPidana, Soesilo 
merumuskan sebagai berikut: 
1. Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu 
pekerjaannya: 
1. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang 
atau menghapuskan piutang  
2. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain dengan melawan hak 
3. Membujuknya itu dengan memakai: 
1. Nama palsu atau keadaan palsu 
2. Akal cerdik (tipu muslihat) atau 
3. Karangan perkataan bohong  
4. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap 
orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila 
mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat 
demikian itu.  
5. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu 
harus kepunyaan orang lain jadi membujuk orang lain untuk 
menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal 
elemen-elemen lain dipenuhinya.  
6. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuan jika 
dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang 
tersebut dalam pasal 367 jo 394.  
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1. Unsur-unsur penipuan 
 Melihat dari pasal diatas, maka dalam kasus penipuan harus 
mengandung unsur pokok. Unsur-unsur tersebut dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 
1. Unsur objektif “menggerakkan/membujuk orang lain dengan alat 
penggerak/pembujuk:   
1. Perbuatan: menggerakkan atau membujuk 
2. Yang digerakkan : orang 
3. Perbuatan tersebut bertujuan agar: 
1.  Orang lain menyerahkan suatu benda 
2. Orang lain memberikan hutang; dan  
3. Orang lain menghapuskan piutang.  
4. Menggerakkan tersebut dengan memakai: 
1. Nama palsu;  
Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi 
nama orang lain, bahkan penggunaan nama yag tidak 
dimiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan 
nama palsu, dalam hal ini termasuk juga nama tambahan 
dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.  
2. Tipu muslihat 
Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang 
dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-
perbuatan itu menumbulkan kepercayaan atau keyakinan 
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atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak 
terdiri atas ucapan, tetapi atas suatu perbuatan saja 
sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Menujukkan surat-
suart palsu, memperlihatkan barang-barang palsu adalah 
tipu muslihat.  
3. Keadaan atau sifat palsu; 
Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah 
pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu 
keadaan tertentu, keadaan mana memberi hak-hak 
kepada orang yang ada dalam keadaan itu.  
4. Rangkaian kebohongan 
Diisyaratkan bahwa harus terdapat kata bohong 
yangdiucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak 
cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. 
Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara 
tersusun , hingga merupakan suatu cerita yang dapat 
diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-
kataitu tersusun hingga kata yang satu membenarkan 
atau memperkuat kata yang lain.  
5. Unsur-unsur subjektif 
1. Dengan maksud (met het oogmerk) 
Dengan maksud diartikan tujuan terdekat bila pelaku 
masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai maksud 
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itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan 
hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan 
yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum45 
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan 
jalan melawan hukum.  
3. Dengan melawan hukum  
Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan 
dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang 
dipergunakan. Menurut Moch Anwar, melawan hukum berarti 
bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam 
kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar 
atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, 
apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-
alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan untuk 
memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal 
antara penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk dari 
keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu 
mungkin bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-
alat penggerak atau pembujuk tersebut di atas, tetap 
keuntungan itu akan bersifat melawan hukum. 46 
                                                          
45 Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I, (Bandung, Citra Aditya Bhakti:1989), 
Hlm.51.  
46 Ibid, Hlm.43.  
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1. Jenis-jenis penipuan 
Tindak pidana penipuan yang diatur di dalam buku kedua Bab XXV 
pasal 378-395 KUHPidana. Pasal-pasal ini menjelaskan tentang jenis-
jenis penipuan yang tercantum dalam KUHPidana, yaitu:47 
1. Pasal 378 KUHPidana mengenai tindak pidana penipuan dalam 
bentuk pokok.  
2. Pasal 379 KUHPidana mengenai tindak pidana penipuan ringan. 
Kejahatan ini merupakan bentuk geprivilegeerd delict atau suatu 
penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.   
3. Pasal 379 a KUHPidana merupakan bentuk pokok yang disebut 
penarikan botol (flessenrekkerij) yang mengatur tentang tindak 
pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas 
harganya. Unsur dari flessenrekkerij adalah unsur menjadikan 
sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan. 
4.  Pasal 380 ayat 1-2 KUHPidana yaitu tindak pidana pemalsuan 
nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat 
bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk 
melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat 
menipu oleh orang-orang tertentu.  
5. Pasal 381 KUHPidana mengenai penipuan pada pertanggungan 
atau perasuransian.  
                                                          
47 Soesilo R, Op.cit., Hlm. 260-372.  
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6. Pasal 382 KUHPidana mengatur tentang tindak pidana yang 
menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan.  
7. Pasal 382 bis KUHPidana mengatur tentang tindak pidana 
persaingan curang atau oneerlijke mededinging. 
8. Pasal 383 KUHPidana mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-
beli.  
9. Pasal 383 bis KUHPidana mengatur tentang penipuan dalam 
penjualan beberapa salinan (copy) kognosement.  
10. Pasal 384 KUHPidana mengatur tindak pidana penipuan dalam jual 
beli dalam bentuk geprivilegreed 
11. Padal 385 KUHPidana mengatur tentang stellionet yaitu tentang 
tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah.  
12. Pasal 386 KUHPidana mengatur tentang penipuan dalam penjualan 
bahan makanan dan obat 
13. Pasal 387 KUHPidana mengatur penipuan terhadap pekerjaan 
pembangunan atau pemborongan.  
14. Pasal 388 KUHPidana mengatur penipuan terhadap penyerahan 
barang untuk angkatan perang 
15. Pasal 389 KUHPidana mengatur penipuan terhadap batas 
pekarangan 
16. Pasal 390 KUHPidana mengatur tindak pidana menyebarluaskan 
berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan 
menjadi naik.  
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17. Pasal 391 KUHPidana mengatur penipuan dengan memberikan 
gambaran tidak benar tentang surat berharga 
18. Pasal 392 KUHPidana mengatur penipuan dengan penyusunan 
neraca palsu 
19. Pasal 393 KUHPidana mengatur penipuan dengan pemalsuan 
nama firma atau merk atas barang dagangan.  
20. Pasal 393 bis KUHPidana mengatur penipuan dalam lingkungan 
pengacara 
21. Pasal 394 KUHPidana mengatur penipuan dalam keluarga 
22. Pasal 395 KUHPidaa mengatur tentang hukuman tambahan. 
 
23. Tinjauan Teori Arisan 
1. Defenisi Arisan 
Arisan merupakan sekelompok orang yang menyerahkan sejumlah 
uang kepada ketua arisan secara rutin atau berkala dengan jumlah yang 
sama, kemudian diundi untuk menentukan siapa yang mendapatkan 
arisan tersebut.48 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan adalah 
“kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh 
beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan 
siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah 
pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.”49  
                                                          
48 Gozali Ahmad, cashflow for women menjadikan perempuan sebagai manager keuangan 
keluarga paling top, (Jakarta, Penerbit Hikmah:2005), Hlm.52.  
49 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Website : kbbi.web.id/arisan  diakses pada tanggal 5 
oktober 2016, pukul 19:47 WITA.   
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Arisan merupakan sekelompok orang yang mengumpulkan uang 
atau barang, dalam jumlah yang sama dan akan ada yang menjadi 
pemenang melalui undian. Arisan dilaksanakan secara berkala sampai 
semua anggota di dalam arisan memperolehnya. Dari pengertian di atas 
jelas bahwa arisan terdiri dari 2 kegiatan pokok yaitu pengumpulan uang 
dan pengundian diantara peserta arisan yang bertujuan untuk 
menentukan siapa yang memperolehnya. 50 
Jenis-jenis arisan ada dua macam, yaitu:  
1. Arisan sebagai investasi, arisan ini bertujuan untuk menambah 
modal usaha yang diperoleh dari hasil pengundian.  
2. Arisan sebagai alat hutang, arisan ini bertujuan untuk memberikan 
modal hutang bagi peserta arisan. Modal yang paling besar dalam 
arisan ini adalah kepercayaan antara peserta arisan.  
 
Melakukan arisan tentu saja ada manfaatnya, yaitu sebagai 
berikut:51 
1. Manfaat sosialisasi dengan peserta arisan, ditengah pergeseran 
budaya yang semakin individualistik, arisan bisa menjadi salah 
satu cara mempercepat silahturahmi.  
2. Menumbuhkan kebiasaan untuk menabung, biasanya menabung 
uang sendiri lebih sulit dari pada menyisihkan uang sendiri karena 
adanya unsur paksaan. Seperti menabung di rekening 
Rp.200.000.00/bulan ke rekening sepertinya sulit. Tapi kau 
ditagih premi asuransi Rp.200.000.00/bulan sepertinya lancar-
lancar saja. Begitu juga dengan menyisihkan uang untuk arisan 
sepertinya bisa lebih mudah dibandingkan dengan menabung 
sendiri. 
 
                                                          
50 www.kompasiana.com diakses pada tanggal 5 oktober 2016, pukul 19:34 WITA.  
51 Pratomo R, investasi saya berakhir di karung emas atau keranjang sampah, (Jakarta, PT. Elex 
Media Komputindo:2007), Hlm.35-36.  
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Adapun keuntungan arisan menurut tabloidnova, yaitu:52 
1. Kesempatan untuk melakukan sosialisasi dan memperluas 
jaringan.  
Lewat arisan, seseorang bisa lebih mengenal satu sama 
lain, yang tentunya membuat seseorang lebih akrab dengan 
sesama peserta arisan. Hubungan yang lebih baik ini dapat 
memudahkan juga urusan-urusan lainnya di luar, yang berkaitan 
dengan sesama peserta arisan. 
2. Kepastian mendapatkan uang atau barang yang jelas nilainya 
dalam jangka waktu tertentu.  
Dengan mengikuti arisan, seseorang jadi dapat 
memperkirakan, berapa waktu maksimal yang seseorang 
butuhkan untuk memperoleh uang atau barang dalam jumlah 
tertentu. Ini tentunya memudahkan seseorang tersebut dalam 
membuat perencanaan pengeluaran.  
3. Dapat digunakan sebagai sarana untuk memasarkan sesuatu 
Kalau seseorang hobi punya barang-barang yang bisa 
dijual, maka barang tersebut bisa dibawa ke arisan. Mungkin saja, 
peserta arisan yang lain tertarik untuk membelinya. Ini adalah 
cara pemasaran yang cukup menarik, karena mungkin saja ada 
                                                          
52 Diakses melalui www.tabloidnova.com pada tanggal 5 oktober 2016. Terbitan selasa, 24 Maret 
2009.  
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faktor sungkan dari peserta arisan sehingga membeli barang 
seseorang.  
4. Mendapat pinjaman tanpa bunga jika naik undian di awal periode 
arisan. 
Kalau ini termasuk jenis keuntungan yang tidak pasti karena 
namanya undian. Tidak tahu kapan akan mendapatkannya, di 
awal, tengah atau akhir periode arisan. Tapi, kalau seseorang 
mendapatkannya di awal, ini lebih menguntungkan dibanding 
pinjam uang dari bank misalnya, atau pihak manapun yang 
biasanya meminta pengembalian berupa bunga.  
5. Sarana berlatih menabung 
Kalau yang ini, khusus bagi yang sulit atau belum terbiasa 
menabung. Ikut arisan adalah pilihan yang baik. Mau tidak mau, 
seseorang akan dipaksa untuk menyisihkan uang atau barang 
tertentu pada periode tertentu dan melatih seseorang untuk lebih 
merencanakan segala sesuatu dengan lebih matang.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 
dengan fokus penelitian di Kepolisian Sektor Panakukkang, Kepolisian 
Resort Kota Besar Makassar, dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 
Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa adanya kasus 
penipuan bermodus arisan yang dialami oleh masyarakat.  
1. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  
1. Data Primer, yaitu data langsung yang diperoleh melalui kuisioner, 
wawancara dan penelitian langsung dengan pihak-pihak terkait.  
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
terhadap berbagai macam literatur dan bahan bacaan yang erat 
kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti.  
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah perangkat yang digunakan dalam 
mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan beberapa metode, antara lain: 
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1. Metode Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: 
1. Penelitian Kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang 
dilakukan dnegan cara menganalisa dan mempelajari berbagai buku 
dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang 
sedang diteliti.  
2. Penelitian Lapangan (field research), yaitu penelitian yang harus turun 
ke lapangan yang dilakukan melalui kuisioner, wawancara langsung 
dan terbuka serta melakukan observasi langsung untuk memperoleh 
data dan informasi terkait dengan tindak pidana penipuan investasi 
bermodus arisan di Kota Makassar.  
1. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan  (dua) cara, yaitu: 
1. Metode Kuisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya 
jawab kepada responden yang ditunagkan dalam bentuk tertulis dan 
terstruktur serta pertanyaan tersebut berlandaskan pada tujuan 
penelitian. 
2. Metode Wawancara (interview), yaitu teknik pengumpulan data yang 
dilakukan penulis dengan mengadakan tanya jawab secara langsung 
terhadap narasumber, dalam hal ini korban penipuan bermodus arisan 
dan aparat kepolisian. 
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3. Metode Dokumentasi (Documentation), yaitu teknik pengumpulan 
data dengan cara mengambil dan mengamati dokumen-dokumen 
maupun arsip-arsip yang diberikan oleh narasumber.  
 
4. Teknik Analisis Data 
Berdasarkan pemaparan beberapa teori, peneliti dalam penelitian ini 
memilih teknik analisis data kualitatif dan deskriptif. Dalam penelitian 
kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus-
menerus sampai datanya jenuh.  
Analisis data dalam penelitian itu dilakukan dalam suatu proses. Jadi 
pelaksanaan analisis mulai dilakukan ketika pengumpulan data itu juga 
dikerjakan dan dilakukan secara intensif yaitu ketika sudah meninggalkan 
lapangan. Melakukan analisis membutuhkan usaha pemusatan perhatian 
serta pengarahan tenaga dan juga pikiran peneliti. Dengan demikian, selain 
menganalisis data para peniliti juga harus mendalami kepustakaan yang 
bertujuan menginformasikan teori dan menjustifikasi terhadap permasalahan 
baru yang terjadi di Kota Makassar.   
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
1. Gambaran Umum Kota Makassar dan Penipuan Bermodus Arisan 
Secara geografis, Kota Makassar terletak di pesisisr pantai barat 
bagian selatan sulawesi selatan, pada koordinat antara 119° 18’ 27,97” 
sampai 119° 32´31,03” bujur timur dan 5° 30´18” - 5° 14’ 49” lintang 
selatan. Ketinggian kota ini bervariasi antara 0-25 meter dari permukaan 
laut, suhu udara antara 20°c - 32°c, memiliki garis pantai sepanjang 32 
km dan areal seluas 175,77 kilometer persegi, serta terdiri dari 14 
kecamatan dan 143 kelurahan. 
Dua sungai besar mengapit kota ini, yaitu : sungai tallo yang 
bermuara di sebelah utara kota dan Sungai Jeneberang bermuara pada 
bagian selatan kota. Kota ini berbatasan langsung dengan Kabupaten 
Maros di sebelah utara dan timur, berbatasan dengan Kabupaten Gowa 
disebelah selatan dan berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene 
Kepulauan di bagian barat dan utara, pada perairan Selat Makassar. 
Topografi wilayah pada umumnya berupa dataran rendah dan daerah 
pantai. Dataran rendah merupakan wilayah yang paling dominan di 
daerah ini, sehingga pada musim penghujan. 
Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki 
wilayah kepulauan  yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota 
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Makassar. Pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau karang sebanyak 
12 pulau, bagian dari gugusan pulau-pulau sangkarang, atau disebut 
juga pulau-pulau pabbiring, atau lebih dikenal dengan nama Kepulauan 
Spermonde. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Lanjukang (terjauh), 
Pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bonetambung, Pulau 
Kodingareng Lompo, Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau 
Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-Lae, Pulau Lae-Lae 
Kecil (gusung) dan Pulau Kayangan (terdekat). 
Pola iklim di Kota Makassar dipengaruhi oleh dua musim, yaitu 
musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung dari bulan 
Nopember – April, sedangkan musim kemarau, dimulai bulai Mei – 
Oktober, temperatur udara rata-rata periode 1996 – 2000 adalah 
26,50°c, kelembapan udara 89,20% dengan persentase penyinaran 
matahari maksimum sebesar 89,0% terjadi pada bulan Agustus, 
minimum sebasar 15% yang terjadi pada bulan Desember. Berdasarkan 
pencacatan stasiun meteorologi maritim Paotere, secara rata-rata 
kelembapan udara sekitar 77,90%, curah hujan 2729 mm, hari hujan 144 
hari, temperatur udara sekitar 26,5° - 29,8°c, dan rata-rata kecepatan 
angin 4 knot.  
Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di 
persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi 
di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur 
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Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan 
kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur 
dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 
1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah 
pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit 
dua muara sungai yakni sungai.Tallo yang bermuara di bagian utara kota 
dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah 
kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km2 daratan 
dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan 
kurang lebih 100 Km².  
Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan 
memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamat-an tersebut, ada tujuh 
kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, 
Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya. 
Tabel 1. 
Jumlah penduduk 
Tahun 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah 
penduduk 
± 
1.130.384 
± 1.338.663 
± 
1,365.033 
± 
1,487.049 
± 1,508.163  
± 
1,629.849 
± 
1,700.571 
   
Penduduk Kota Makassar pada tahun 2005 tercatat sebanyak 
1.173.107 Jiwa, terdiri dari laki-laki 578.416 Jiwa dan perempuan 
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594.691 Jiwa dan Tingkat Kepadatan Penduduk 6.525 Jiwa/km2. Namun 
pada siang hari, penduduknya dapat mencapai lebih dari 1,6 juta jiwa, 
dimana sebagian dari mereka bekerja dan berusaha di Makassar, dan 
bermukim di kabupaten sekitarnya, seperti Kabupaten Maros dan 
Kabupaten Gowa. Masyarakat kota Makassar terdiri dari beberapa Etnis 
Bugis, Etnis Makassar, Etnis Mandar, Etnis Toraja, Etnis Cina, dll. 
Kehidupan yang semakin berkembang menuntut pola dan gaya 
hidup masyarakat. Tidak jarang, di era yang seperti ini banyak kaum-
kaum elit yang membentuk komunitas tertentu sebagai ajang pertemuan 
sekaligus sosialisasi. Hal ini tentu saja mempengaruhi gaya hidup 
masing-masing individu.  
Tidak sedikit, ada orang yang mencari keuntungan dengan 
memanfaatkan perkumpulan ini. Berbagai cara dilakukan, baik dengan 
cara yang benar hingga dengan cara melawan hukum. Bagi orang-orang 
yang mencari keuntungan dengan melawan hukum tentu saja ingin 
mendapatkan uang dengan cara yang instan tanpa usaha yang lebih giat. 
Hal ini dilakukan karena mereka tidak suka bekerja keras atau bahkan 
telah bosan menjalani hidup di lingkar kemiskinan.  
Ketika hal ini telah terjadi, tentu saja ada pihak yang akan dirugikan 
yaitu korban. Selain hal-hal di atas, tentu saja ada hal-hal lainnya yang 
berasal dari diri korban sendiri sehingga mereka menjadi sasaran empuk 
suatu kejahatan.   
 
 
56 
 
Dengan gaya hidup yang seperti ini, pelaku kejahatan 
memanfaatkan perkumpulan-perkumpulan yang dilakukan oleh calon 
korban mereka. Untuk di Indonesia, tradisi yang ada untuk menjalin 
pertemanan atau suatu perkumpulan adalah arisan. Tentu saja arisan 
yang sekarang dengan jaman dulu telah banyak mengalami 
perkembangan mengikuti jamannya. Jenis kejahatan yang dilakukan 
terkait tentang penipuan. Kejahatan penipuan di Indonesia telah marak 
sejak dahulu. Namun, semakin berkembangnya jaman maka jenis-jenis 
kejahatan penipuan semakin beraneka ragam hingga penipuan 
bermodus arisan.  
Berikut hasil penelitian dan pengambilan data oleh penulis yang 
didasarkan atas laporan masuk kepada kepolisian sektor (Polsek) 
Panakukkang dan Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar 
mengenai jumlah data kejahatan penipuan secara umum yang terjadi di 
kota Makassar pada tabel berikut: 
Tabel 2. 
Jumlah kejahatan penipuan yang terjadi di kota Makassar 
No. Tahun Jumlah Kasus yang 
Dilaporkan 
Kasus yang Selesai 
Ditangai 
1. 2013 104 48 
2. 2014 332 244 
3. 2015 397 303 
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Sumber: Data Satreskrim Polrestabes Makassar 
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah kasus penipuan 
yang dilaporkan mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. 
Berbeda dengan kasus yang selesai ditangani oleh aparat kepolisian. 
Dari data di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus yang mampu 
diselesaikan tiap tahunnya tidak sebanding dengan jumlah kasus yang 
dilaporkan.  
Sementara itu, data mengenai kasus kejahatan penipuan bermodus 
arisan yang terjadi di kota makassar akan digambarkan pada tabel di 
bawah ini: 
Tabel 3.  
Jumlah kejahatan penipuan bermodus arisan yang dilaporkan di 
Polrestaber Makassar tahun 2013-2015. 
 
No. Tahun Kasus yang 
dilaporkan 
Kasus yang Selesai 
DItangani 
1. 2013 - - 
2. 2014 1 1 
3. 2015 1 - 
Sumber: Data unit 2 Tipiter Satreskrim Polrestabes Makassar  
Selain itu, peneliti mengambil data kasus penipuan bermodus arisan 
yang terjadi di kepolisian sektor panakukkang makassar yang diurai 
dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.  
Jumlah kejahatan penipuan bermodus arisan yang dilaporkan di 
Polsek Panakukkang Makassar tahun 2013-2015. 
 
No. Tahun Kasus yang 
dilaporkan 
Kasus yang Selesai 
DItangani 
1. 2013 - - 
2. 2014 1 1 
3. 2015 - - 
Sumber: data Unit Baur Mindik Reskrim Polsek Panakukkang Makassar 
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kasus kejahatan 
penipuan bermodus arisan yang terjadi di kota makassar dalam tiga 
tahun terakhir yakni 2013-2015 hanya 1:10 dari kasus penipuan secara 
umum. Sedikitnya jumlah kasus yang dilaporkan disebabkan karena 
kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan kasus 
penipuan bermodus arisan yang terjadi.  
Hasil wawancara penulis dengan penyidik Bareskrim Polrestabes 
Makassar, AIPTU Mahayuddin Lau ( kamis, 22 Desember 2016) beliau 
mengatakan bahwa kasus penipuan bermodus arisan sebenarnya 
banyak terjadi di kota makassar yang korbannya bisa mencapai puluhan 
orang dengan kerugian puluhan hingga ratusan juta. Tapi jumlah kasus 
yang ditangani aparat tidak sebanyak kasus yang sebenarnya terjadi di 
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lapangan menunjukkan bahwa kesadaran hukum di masyarakat masih 
sangat rendah.  
2. Peranan Korban Terjadinya Kejahatan Penipuan Bermodus Arisan di 
kota Makassar 
Viktimologi menganalisis mengenai berbagai peranan korban 
sebagai bagian internal dalam proses interaksi yang menimbulkan 
kejahatan, akhirnya berkembang dalam wawasan dan konsep mengenai 
kejahatan dalam pengertian luas pula seperti white collar crime / corporate 
crime.  
Pentingnya bagaimana mengetahui seberapa besar peranan korban 
dalam terjadinya kejahatan penipuan bermodus arisan yang terjadi di kota 
makassar adalah agar mampu memberikan perhatian yang utama dalam 
hal membahas kejahatan ini. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 
agar kedepannya dapat memberikan kemudahan dan menemukan 
penanggulangan kejahatan yang akhirnya akan bermuara pada 
menurunnya tingkat kejahatan.  Peranan korban dalam mempengaruhi 
terjadinya suatu kejahatan dapat berupa partisipan aktif maupun pasif. 
Situasi dan kondisi korban pun menjadi kesempatan bagi pelaku untuk 
melakukan suatu kejahatan.  
Untuk menjawab mengenai peranan korban dalam terjadinya suatu 
tindak kejahatan penipuan bermodus arisan yang terjadi, penulis 
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menyebarkan kuisioner kepada responden. Adapun pertanyaan dalam 
kuisioner akan diuraikan dalam sebuah tabel.  
Tabel 5. 
Jumlah responden berdasarkan pekerjaan dan jenis kelamin  
No.  Pekerjaan  Jenis kelamin Jumlah 
Perempuan  Laki-Laki 
1. Wiraswasta  8 1 9 
2. Karyawan 1 - 1 
3 PNS 1 - 1 
4 Pensiunan 1 - 1 
5 Ibu Rumah Tangga 3 - 3 
Sumber: Responden 
Penulis menanyakan kepada responden pendidikan terakhir yang 
akan diuraikan pada tabel 6: 
Tabel 6. 
Jumlah responden berdasarkan pendidikan terakhir 
No. Pekerjaan Pendidikan Terakhir Jumlah 
SD SMP SMA S1 
1. Wiraswasta 4 5 - - 9 
2. Karyawan - - - 1 1 
3. Pegawai Negeri 
Sipil 
- - 1 - 1 
4. Pensiunan - - - 1 1 
5. Ibu Rumah Tangga 1 - 2 - 3 
Jumlah 5 5 3 2 15 
Sumber: Responden 
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Berdasarkan hasil uraian pada tabel diatas, sebanyak 5 responden 
berpendidikan terakhir SD dimana 4 orang bekerja sebagai wiraswasta 
dan 1 orang ibu rumah tangga, 5 responden pendidikan terakhir SMP 
dimana 5 orang berkerja sebagai wiraswasta , 3 responden pendidikan 
terakhir SMA dimana 1 orang Pegawai Negeri Sipil dan 2 orang Ibu Rumah 
Tangga, serta 2 responden Sarjana dimana berkerja sebgai 1 orang 
karyawan dan 1 orang pensiunan. Berdasarkan tabel tersebut dapat ditarik 
kesimpulan bahwa korban penipuan bermodus arisan kebanyakan adalah 
responden yang tidak menempuh pendidikan selama 12 tahun.  
Selanjutnya, ditanyakan kepada responden adalah jenis arisan yang 
diikuti diuraikan pada tabel 7 sebagai berikut: 
Tabel 7. 
Jenis arisan yang diikuti oleh responden 
No. Pekerjaan Jenis arisan Jumlah 
Investasi konvensional Jual-
beli 
1. Wiraswasta - 1 8 9 
2. Karyawan - 1 - 1 
3. Pegawai Negeri 
Sipil 
- 1 - 1 
4. Pensiunan - 1 - 1 
5. Ibu Rumah Tangga - 3 - 3 
Jumlah  - 7 8 15 
Sumber: responden 
 
 
62 
 
Berdasarkan hasil uraian di atas, dapat dilihat bahwa 7 responden 
tertipu arisan yang berjenis konvensional dan 8 responden tertipu arisan 
yang berjenis jual-beli atau arisan tembak. Penulis mengetahui bahwa 
responden lebih banyak tertipu arisan tembak karena arisan ini tidak 
terlalu familiar dikalangan masyarakat. Selain itu, mekanisme masing-
masing bandar arisan berbeda-beda sehingga tidak ada mekanisme yang 
jelas sehingga menurut penulis, hal inilah yang menjadi celah pelaku untuk 
melakukan kejahatan.  
Pertanyaan selanjutnya adalah, siapakah yang mengajak responden 
untuk mengikuti arisan yang diuraikan pada tabel 8: 
Tabel 8. 
Orang yang mengajak responden mengikuti arisan 
No. Pekerjaan Yang mengajak ikut arisan Jumlah 
Teman  Kerabat/
keluarga 
Orang 
lain  
1. Wiraswasta 5 2 2 9 
2. Karyawan 1 - - 1 
3. Pegawai Negeri 
Sipil 
1 - - 1 
4. Pensiunan - 1 - 1 
5. Ibu Rumah 
Tangga 
- 2 1 3 
Jumlah  7 5 3 15 
Sumber: responden 
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Berdasarkan hasil uraian diatas, dapat dilihat bahwa sebanyak 7 
responden diajak ikut arisan oleh teman, 5 responden diajak oleh 
kerabat/keluarga, 3 responden diajak oleh orang lain. Hal ini berarti bahwa 
responden yang menjadi korban penipuan diajak oleh orang yang dikenal 
yaitu teman dan kerabat/keluarga sehingga para responden lebih mudah 
percaya dan ikut dalam kegiatan arisan tersebut.  
Selanjutnya penulis menanyakan jumlah responden yang 
melaporkan ke pihak aparat kepolisian yang diuraikan dalam tabel 9 
berikut ini: 
Tabel 8. 
Jumlah responden yang melapor dan tidak melapor ke aparat 
kepolsian saat menjadi korban penipuan arisan 
No. Pekerjaan Responden yang melapor ke polisi Jumlah 
Ya  Tidak 
1. Wiraswasta 1 8 9 
2. Karyawan 1 - 1 
3. PNS - 1 1 
4. Pensiuan 1 - 1 
5. Ibu Rumah 
Tangga 
1 2 3 
Jumlah 4 11 15 
Sumber: Responden  
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Berdasarkan uraian data di atas dapat diketahui bahwa dari 15 
responden yang menjadi korban penipuan bermodus arisan, hanya 4 
responden yang melaporkan kasus ini kepada pihak berwjib. Sedangkan 
11 responden lainnya memilih untuk tidak melaporkan kasus ini.  
Selanjutnya, penulis melakukan wawancara lebih mendalam kepada 
dua korban penipuan bermodus arisan dengan jenis arisan yang berbeda. 
Wawancara pertama (Rabu, 11 Januari 2017) dengan salah satu korban 
yaitu Hj. Rimah (57 tahun) yang bekerja sebagai wiraswasta. Hj.Rimah 
mengaku, sebenarnya korban sudah sangat sering mengikuti 
arisan.bahkan sejak beliau remaja sudah melakukan kegiatan arisan ini. 
Korban mengungkapkan bahwa sebenarnya arisan ini banyak 
keuntungannya seperti, memaksa kita untuk bisa menabung tiap 
bulannya. Arisan yang korban ikutipun selalu di periksa terlebih dahulu 
seperti dimana tempat tinggal pemegang dana, apa pekerjaannya, berapa 
kendaraan yang dimiliki, dan lain sebagainya yang bersifat pribadi. Ini 
dilakukan korban untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan 
mengingat jumlah dana arisan yang akan dikumpulkan tidaklah sedikit.  
Korban mulai bergabung dengan arisan bernilai Rp. 90.000.000.00 ini 
ketika salah satu kerabat korban mengajaknya ikut serta dalam arisan dua 
tahun lalu. Kerabat korban sebenarnya juga menjadi korban dimana para 
korban ini termakan oleh bujukan yang dilakukan oleh pelaku. Korban dan 
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kerabatnya ini awalnya tidak menaruh curiga karena korban telah 
mendatangi rumah pelaku. Selain itu, pelaku ini telah bergelar Hajjah yang 
dianggap korban bahwa seseorang yang alim sehingga tidak mungkin 
melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat islam. Semakin 
percayalah para korban ketika pelaku bercerita bahwa pelaku telah 
menjadi bandar arisan selama 10 tahun lebih dan semuanya berjalan 
lancar. Namun, hal yang diungkap oleh pelaku diawal arisan ternyata tidak 
sesuai dengan kenyataannya. Ketika korban mendapat giliran 
arisan,ternyata dana yang di terima hanya sebesar Rp.22.500.000.00 saja 
sedangkan yang dijanjikan adalah sebesar Rp. 90.000.000.00. selain itu, 
korban merasa janggal ketika selama arisan berlangsung, hanya lima 
orang yang selalu hadir dalam proses lot arisan. Pelaku beralasan bahwa 
15 orang lainnya tidak bisa hadir namun telah membayar kewajibannya ke 
pelaku. Korban berkesimpulan bahwa sebenarnya peserta yang ikut 
dalam arisan sebenarnya hanya lima orang saja namun dibuat seolah-olah 
dua puluh orang. Ketika korban meminta sisa dari arisan yang seharusnya 
di terima, pelaku selalu berkelit bahwa masih banyak peserta arisan yang 
belum membayar. Namun hal ini terus dikatakan hingga dua bulan berlalu. 
Korban pun akhirnya mengambil keputusan untuk melaporkan kasus ini 
ke aparat kepolisian sektor 4 kota makassar.  
Melihat kasus di atas menjelaskan bahwa, kehati-hatian yang 
dilakukan oleh korban (Hj.Rimah) pun masih bisa mendapat celah untuk 
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menjadi sasaran kejahatan. Ini membuktikan kalau para pelaku kejahatan 
semakin cerdas dalam melakukan bujuk rayu dan tipu muslihat sehingga 
bisa menjerat korban-korban untuk mendapat keuntungan yang dinikmati 
sendiri. 
Lanjut lagi, penulis melakukan wawancara kedua dengan salah satu 
korban lainnya  dalam penipuan bermodus arisan adalah Ibu Tika (42 
Tahun) yang bekerja sebagai penjual ayam di pasar bara-raya. Korban 
ditipu pada tahun 2014 saat mengikuti arisan yang terjadi di pasar bara-
raya. Korban mengaku bahwa kegiatan arisan sudah sangat sering 
dilakukan di dalam pasar. Pesertanya adalah para pedagang hingga ibu-
ibu yang berbelanja di pasar tersebut. Nilai arisannya beragam, mulai dari 
Rp. 5.000.000.00 – Rp. 35.000.000.00 dan juga jenis arisan yang 
bermacam-macam pula seperti arisan emas batangan, arisan biasa 
hingga arisan yang dijual-belikan.  
Korban mengaku ini bermula ketika arisan yang diikuti adalah arisan 
jual-beli atau dalam bahasa sehari-harinya adalah arisan tembak untuk 
pertama kalinya. Korban tidak menaru curiga karena korban ikut arisan 
diajak oleh pelaku yang notabene pencetus dibuatnya arisan ini. Pelaku 
adalah salah satu pembeli dagangan di pasar tersebut. korban 
menjelaskan bahwa awalnya tidak berniat ikut arisan jenis ini karena 
belum pernah ikut sebelumnya sehingga tidak terlalu memahami 
mekanismenya. Namun korban merasa pelaku terus memaksanya ikut 
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arisan ini dengan menjelaskan bahwa korban bisa mendapat giliran arisan 
kapan saja dengan menembak jumlah uang tertentu sehingga tidak perlu 
was-was menunggu kapan akan mendapat giliran arisan. Korbanpun 
terbuai dengan kalimat yang dijelaskan oleh pelaku sehingga ikut dalam 
arisan ini dan mengajak teman-teman pedagang korban lain yang 
diyakinkan pula oleh pelaku.  
Ketika putaran pertama berlangsung, aturannya adalah pencetus 
arisan yang akan mendapat giliran terlebih dahulu. Setelah putaran kedua, 
barulah jual-beli arisan akan dilakukan. Ketika hampir memasuki putaran 
kedua, pelaku tiba-tiba menghilang dan tidak pernah muncul lagi 
disekitaran pasar hingga saat proses wawancara berlangsung. Korban 
dan peserta lainnya akhirnya mulai menyadari ditipu ketika hingga waktu 
putaran kedua, pelaku tidak pernah memunculkan keberadaannya. Pelaku 
telah membawa kabur uang peserta sebanyak Rp. 19.000.000.00 dengan 
kerugian masing-masing peserta adalah Rp.1.000.000.00. 
Hal ini agak berbeda antara kasus Hj.Rimah dengan Ibu Tika dimana 
untuk kasus yang ini, korban terlalu mudah percaya dengan kata-kata 
pelaku tanpa mencari tahu identitas pelaku terlebih dahulu sebagai 
pemegang dana.  
Selanjutnya ketika melakukan wawancara lebih mendalam dengan 
pihak korban, kasus penipuan bermodus arisan ini sangat banyak terjadi 
di masyarakat. Hanya saja, beberapa korban enggan melaporkan hal ini 
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ke aparat kepolisian karena tidak cukupnya bukti yang mendukung agar 
kasus ini bisa berlanjut. Seperti yang diketahui bahwa kegiatan arisan 
hanya berlandaskan pada kepercayaan. Ketika para korban membayar 
kewajibannya kepada bandar arisan, tidak ada kwitansi yang diberikan 
bandar arisan kepada peserta arisan sebagai bukti valid bahwa peserta 
tersebut telah melakukan pembayaran. Bandar arisan selalu hanya 
mencatat di buku yang dipegang sendiri olehnya. Maka dari itu ketika 
kasus penipuan terjadi, tidak sedikit para pelaku menghilangkan barang 
bukti dengan membuang catatan yang biasanya di pegang oleh bandar 
arisan.  
Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Tika bahwa enggan melaporkan 
ke aparat kepolisian karena biaya yang akan dikeluarkan cukup menguras 
keuangan korban. Selain itu tidak mau selesaikan kasus ini di kantor polisi 
karena tidak mengerti prosedur serta menurut sepengetahuan korban, 
apapun yang berurusan dengan polisi sangatlah rumit dan memakan 
biaya yang sangat banyak karena harus menghadiri panggilan kepolisian 
kapan saja yang tentu saja akan menguras tenaga dan biaya perjalanan. 
Lalu, korban mengungkapkan pula tidak sanggupnya menyewa 
pengacara yang akan disiapkan ketika kasus ini sudah masuk pengadilan. 
Sehingga Ibu tika memilih membiarkan kasus ini berlalu mengingat 
kerugian yang dialami tidak terlalu besar. 
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Berbeda dengan korban Hj. Rimah. Korban menjelaskan bahwa 
beliau pernah melaporkan kasus penipuannya satu kali ke kantor polisi 
sektor 4. Namun pihak aparat tidak bisa menangkap pelaku karena bukti 
yang korban miliki tidak cukup untuk aparat melakukan penangkapan 
kepada pelaku. Hal inipun membuat korban merasa kecewa karena 
prosedur arisan memang tidak mempunyai bukti valid di mata hukum 
seperti menggunakan kwitansi atau ada stempel resmi. Karena arisan 
hanya dilakukan di kalangan-kalangan tertentu dengan berlandaskan 
kepercayaan saja. Namun korban tidak habis akal untuk menuntut 
pengembalian uangnya, maka korban berinisitaif untuk menyelesaikan 
kasus ini sendiri dengan mendatangi langsung pelaku dan melakukan 
pengancaman akan membawa kasusnya ke polisi. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari korban, penyelesaian kasus 
tanpa melalui aparat kepolisian cukup berhasil dimana untuk kasus 
Hj.Rima, dimana pelaku berjanji akan membayar sisa uang arisan yang 
belum diterima semua dengan cara mencicilnya sebanyak Rp.100.000.00 
setiap hari. Dan proses angsuran ini telah berjalan selama dua bulan.  
Melihat hasil data yang diperoleh dari kuisioner maupun wawancara 
yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terkait peranan korban 
dalam kejahatan penipuan bermodus arisan disebabkan oleh beberapa 
faktor, yaitu: 
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1. Korban terlalu mudah percaya dengan perkataan orang-orang 
ketika ditawarkan ikut arisan 
2. Tingkat pendidikan yang rendah 
3. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan 
kasus kejahatan penipuan bermodus arisan ketika menjadi 
korban.  
Berdasarkan uraian diatas menjelaskan bahwa seseorang menjadi 
korban penipuan bermodus arisan adalah “murni” dari kejahatan. Artinya 
korban memang yang senyantanya/sebenar-benarnya. Jika dikaitkan 
dengan teori yang diungkanpkan oleh Bambang Waluyo, penyebabnya 
karena: 
a. Kealpaan 
b. Ketidaktahuan 
c. Kurang hati-hati 
d. Kelemahan korban atau kesialan korban 
e. Kelalaian negara untuk melindungi warganya 
3. Upaya Aparat Penegak Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan 
Penipuan Bermodus Arisan yang Terjadi Di Kota Makassar 
Dalam menanggulangi kejahatan penipuan bermodus arisan yang 
mulai terjadi di kota Makassar, pihak kepolisian melakukan upaya 
penanggulangan baik melalui upaya preventif dan represif.  
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1. Upaya Preventif 
Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum 
terjadinya kejahatan atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan 
dari suatu kejahatan. Upaya preventif dilakukan melalui sarana di 
luar hukum pidana. Penanggulangan ini bertujuan untuk 
mengedukasi masyarakat guna menciptakan suasana kondusif 
untuk menekan terjadinya kejahatan.  
Berdasarkan hasil wawancara, upaya-upaya yang dilakukan 
pihak Polsek Panakkukang dan Polrestabes Makassar melalui Aiptu 
Syamsul Alam selaku Baur Mindik Reskrim/ Kepala Seksi Hukum 
dan Aiptu Mahayuddin Lau, SE selaku Kasubnit I Idik III Reskrim 
antara lain: 
1. Mengoptimalkan duta-duta kelurahan. Khususnya kinerja 
Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 
(Babinkamtibnas) karena lebih berperan dimasayarakat 
dibanding reserse. Kecuali jika telah terjadi tindak pidana, maka 
baru akan ditangani oleh reserse. 
2. Melakukan himbauan kepada masyarakat baik dari media cetak 
atau melakukan sosialisasi secara langsung agar menciptkan 
masyarakat yang lebih sadar hukum lagi serta berhati-hati 
dalam mengikuti kegiatan arisan.  
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Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat berjalan dengan efektif, 
memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih waspada lagi  
karena setiap orang mempunyai potensi sebagai sasaran kejahatan. Maka 
dari itu aparat menjelaskan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati 
dalam bertindak karena kejahatan sekarang semakin berkembang.  
2. Upaya Represif 
Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan 
melakukan pendalaman kasus seperti pemeriksaan alat bukti 
dengan teliti sehingga bisa menentukan dengan baik apakah perkara 
ini berupa pelaku tunggal atau kejahatan terstruktur karena jangan 
sampai yang diduga pelaku ini hanya sebagai tumbal, sedangkan 
yang menjadi pelaku sebenarnya malah bebas di luar sana. Maka 
dari itu aparat kepolisian melakukan pendalaman yang serius karena 
penipuan bermodus arisan jaringannya sudah sampai di makassar. 
Dilakukan agar jangan sampai ternyata terjadi pengembangan kasus 
padahal berkasnya telah dilimpahkan ke kejaksaan.  
Selanjutnya, menurut aparat kepolisian, presentasi korban yang 
berkoordinasi terhadap aparat kepolisian cukup baik. Lebih lanjut AIPTU 
Syamsul Alam memaparkan bahwa “saya rasa dari semua kasus para 
korban semuanya koperatif. Apalagi mereka yang paling dirugikan, jadi 
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saya rasa tidak ada alasan bagi mereka untuk jadi penghambat dalam 
mengungkap kasus ini”.   
Untuk kendala yang dialami pihak kepolisian dalam penanggulangan 
kasus penipuan bermodus arisan, beliau mengungkapkan bahwa: 
“sejauh ini, polsek Panakkukang belum mendapatkan kendala-
kendala berarti dalam mengungkap kasus penipuan arisan yang ada. 
Ini berarti bahwa kepolisian kami masih mampu mengungkap kasus ini 
dengan baik. Terbukti bahwa pada tahun 2014 ada 1 kasus penipuan 
bermodus arisan yang sudah masuk pengadilan dan sudah ada 
putusan inkracht”.  
Hal yang sedikit berbeda diungkapkan oleh AIPTU Mahayudin Lau, 
SE. bahwa: 
“kalau kendala yang rumit saya rasa tidak ada ya. Cuma mungkin 
kendala ringannya seperti pada saat penyelidikan, memanggil saksi itu 
sangat susah. Artinya menentukan waktu yang pas untuk dimintai 
keterangannya kadang tidak cocok antar 1 saksi dengan saksi yang 
lainnya. Kalau kendala yang lainnya saya rasa sejauh ini tidak ada. 
Hanya kendala di saksi itu saja” 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan apa yang diuraikan penulis dalam pembahasan dan hasil 
penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 
1. Peranan korban dalam terjadinya kejahatan penipuan bermodus 
arisan di kota Makassar disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:  
1. Kelalaian korban karena terlalu mudah percaya 
2. Kurangnya pemahaman korban tentang jenis arisan yang diikuti. 
3. Pendidikan yang rendah. 
Sehingga ketiga peranan inilah yang menyebabkan korban 
menjadi sasaran kejahatan penipuan bermodus arisan yang terjadi di 
kota Makassar.  
4.  Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan aparat 
kepolisian dalam menangani kasus kejahatan penipuan bermodus 
arisan antara lain sebagai berikut: 
1. Upaya preventif, yaitu dengan memberdayakan kinerja 
babinkamtibnas, melalukan penyuluhan serta himbauan mengenai 
jenis penipuan yang terjadi di masyarakat.  
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2. Upaya represif, yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara 
mendalam teradap kasus penipuan yang ditangani sehingga 
mendapatkan bukti yang akurat. Setelah melewati beberapa prosedur 
pemeriksaan, kemudian melimpahkan berkas ke pengadilan agar 
pelaku dapat diberi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah 
dilakukannya.   
B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran-saran yang 
dapat peneliti berikan dalam kasus ini adalah sebagi berikut: 
1. Kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati dalam mengikuti 
kegiatan arisan. Jangan terlalu mudah percaya kepada seseorang 
yang menawarkan untuk ikut dalam kegiatan arisan ini jika jenis dan 
peserta arisan yang akan ikut tidak jelas.  
2. Bagi seluruh masyarakat untuk melaporkan kepada pihak kepolisian 
jika menjadi korban dalam kasus penipuan bermodus arisan.  
3. Bagi aparat penegak hukum, agar lebih intensif memberikan 
himbauan kepada masyarakat tentang jenis kejahatan baru serta 
memberikan keadilan kepada pihak korban untuk mengusut hingga 
tuntas kasus penipuan bermodus arisan yang terjadi di kota makassar 
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Kasus Penipuan Bermodus Arisan 
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Nama: 
Jenis Kelamin: 
Umur: 
No Pertanyaan Jawaban 
1. Apakah status pendidikan 
terakhir anda? 
SD SMP SMA S1 
    
2. Jenis arisan yang anda ikuti? Investasi Konvensional Jual-beli 
   
3. Siapakah yang mengajak 
anda mengikuti arisan 
tersebut? 
Teman Kerabat/Keluarga Orang lain 
   
4. Apakah anda melaporkan 
kasus ini ketika anda menjadi 
korban penipuan? 
ya Tidak  
  
Terima kasih atas kerja sama dan bantuannya 
Peneliti, 
Apriliani Sacharina 
Wawancara 
1. Bisakah anda ceritakan bagaimana kejadiannya sehingga anda menjadi korban 
penipuan bermodus arisan yang terjadi? 
2. Apakah anda melaporkan kasus ini ke aparat kepolisian? 
3. Mengapa anda tidak melaoprkan kasus ini ke aparat kepolisian? 
4. Bagaimana proses keberlanjutan kasus anda? 
5. Apakah jalur yang anda tempuh cukup berhasil dalam menyelesaikan kasus ini? 
6. Apa harapan anda kedepannya terkait kasus ini? 
